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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan
ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan © PT ANCILIAN CIPTA SEJAHTERA

Nomor Induk Berusaha © 9120304271715

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat :JI. Mess Supir
- Desa/Keluarahan :  Pinang Scbatang Barat
- Kecamatan : Tualang
- Kabupaten/Kota :  Kab. Siak
- Provinsi :  Riau
- Luas Lahan ;o 33,0850 m?
- Rencana Kegiatun :  -PERGUDANGAN
= - Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektf

Dikcluarkan tanggal : 26 Agustus 2019
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Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan
atas data yang ditampilkan dalam dokumen iri dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi

fanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG 461 FELPEAX.(0764) 320950
SIAK SRIINDRAPL RA

B e —
REKOMENDASI

PERSETUJUAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN VIDUP (UKL-UPL)
KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN GUDANG
PUPUK KIMIA DI LAHAN SELUAS 33,185 M*

DI KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
PT. ANCILIAN CIPTA SEJAHTERA

Nomor * 4% /660/DIH-S/KPTS 2010

Dasa 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 te ntang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungai;, Hid Ip  (Lemvaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Incdnesiz Nemor 5059);

> Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2914 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repub'ik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telak diuban dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tzhun 201z ‘entang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahui 2114 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarun Negara Repub.x Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran “cgara Republik Indonesia
Noiror 5679),

3. Peraturan Pemerintah Republik .rndonesia Nomor 27 Tahun
2012 tentang Izin Lingkungan (Lermbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungzn Hidup Nomor 05 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usatb s dan arau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Mengena' Dampak Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik Indonesia T.-un 2012 Nomor 408);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkung.zr Hidup Nomor 08 Tahun
2013 tentang Tata Laksana Fcnilajan dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungar Hidup Sert: Pznerbitzn Izin Lingkungan
(Berita Negara Republik Indonesia T. hun 2913 Nomor 1256);

6. Peraturan Menteri Lingkungan H /. p dan Kehutanan Nomor
P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1,/12 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungzn Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dol.umen ngkungzin Hidup
{Lembaran Negara Republik Indorcsia Tahun 2016 Nomor
2118);

Mcnimbang: a. bahwa terhadap permohonan Pimvpinan PT PT. Ancilian Cipta
Sejahtera perihal Permohonan Pem riksann dan Pcrwf-tu;uan
Upava Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan L‘”@"fL-”gfﬂ-
Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Rencana Pembangunan Gudang
Pupuk Kimia di lahan seluas 33,155 m‘ d) Kampung Pinang
Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provins;
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Riau Tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan verifikasi administrasi
terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara

administrasi;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis
UKL-UPL Kegiatan Rencana Pembangunan Gudang Pupuk
Kimia di lahan seluas 33,185 m~ di Kampung Pinang Sebatang
Barat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau pada
tanggal 30 Juli 2019 dianggap telah memenuhi persyaratan
teknis UKL-UPL;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan

Dokumen Kepada :

a. Nama Perusahaan . PT. Ancilian Cipta Sejahtera
b. Bidang Usaha . Pergudangan dan Penvimpanan
c. Penanggungjawab . Anas Lesmana

Kegiatan

JIn. Soekarno Hatta Komp. Waringin Indah Blok
09/9 Labuh Baru Barat Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Kampung Merempan Hilir Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak Provinsi Riau

d. Alamat Kantor

e. Lokasi Kegiatan

Upaya Pengelolaar Lingkungan dan Upaya

f. Jenis Dokumen
Pemantauan Lingkunsgsan Hidup (UKL-UPL)

Kegiatan Rencana Pembangunan Gudang Pupuk
Kimia di lahan seluas 33,185 m? di Kampung
Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak Provinsi Riau

g. Judul Dokumen

_Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan cleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dengan ketentuan yang harus dipenuhi

sebagai berikut
PT. PT. Ancilian Cipta Sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya harus»

1
memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
a. Izin perlindungan dan pengeldlaan lingkungan hidup untuk tahapan
konstruksi dan operasi vang terdiri atas :
-  Keburuhan lain sesuai dengan keburukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
27 Penanggungjawab usaha dan/atau kegiaian dalarn melaksanakan

Kegiatannya harus memenuhi kewajiban penge'olaan dampak lingkungan
sebagaimana rercantum pada matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup vang terdapat dalam lampiran
rekomendasi ini.

3. Penanggungjawab usaha dan, atau kegiatan dalarm: melaksanakan kewajiban,
Juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan;
b. Mengllpa}'akan aplikasi 3R
limbah-limbah vang dihasilkan;

(Reduce, keuse dan Recyle) terhadap
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c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diserahkan
kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaky:

d. Menerapkan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan limbah:

e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah  Daerah, tokoh
masyarakat setempat tentang pelaksanaar, kegiatan;

f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku rmutu lingkungan dan/atau
kriteria baku  kerusakan lingkungan  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan  lingkungan yang
dilakukan terkait dengan kogmmn~kcgimun tersebut; ‘

h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Community
Development/CD) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (Corporate
Soctal Responsibility/CSR) terhadap masyarakat sekitarnya;

1.  Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah dnzinkan;

j.  Menyiapkan biaya penanggulangan penceriaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan
hidup;

k. Memberikan akses kepada pejabat pengawes lingkungan hidup untuk
melakukan pengawasan sesnaij dengan Kkewenangan sebagaimana
tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

. Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Rekomendasi Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL) secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan,
terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kepada
Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Peman:iauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan
verlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan’atau
kegiatan ini.

Penianggungjawab usaha dan/atau kegiatan wejib mengajukan permohonan
perubahan izin lingkungan apabila terjadi peru:ahan yang tercantum dalam
Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan'
Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan
Izin Lingkungan.

Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan  kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Upaya Pengelclaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), yang terkait dengan
komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak
Keputusan ini ditetapkan, kepada Bupati Siak w1.p. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Siak.

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak
hingkungan hidup di luar dari dampak vang dikeloia sebagaimana tercantum
pada Upava Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada instansi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam; ‘

Penanggungja\.vab usaha dan/atau kegiatar, dapat dikenakan sanksi
administrarif apabila ditemukan pelanggaran scvagaimana tercantum dalam
Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan.
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9. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upava Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari
ditemukan pelanggaran sebagaimana tercanium Pasal 37 Aval (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PL'rlmdung.m St
Pengelolaan Lingkungan Hidup. by

10. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upava Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui, merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Izin Lingkungan dan menjadi acuan bagi penanggung
jawab kegiatan dalam menjaiankan kegiatannya dengan tetap berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. PT. PT. Ancilian Cipta Sejahtera sebagai penanggung jawab Kegiatan Rencana
Pembangunan Gudang Pupuk Kimia di lahan seluas 33,185 m? di Kampung
Pinang Sebatang Barat Kecamatarn Tualang, KKabupaten Siak Provinsi Riau
wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam atas pengelolaan
dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 08 AQustug 2019

/K.EP.&LA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

640803 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak di

Siak Sni Indrapura:
2. Arsip.
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